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M. N. FAISAL R. LAHAY, B111 10 286 Tinjauan Sosiologi Hukum 
Terhadap Perilaku Pengantar Jenazah di Kota Makassar. Dibimbing oleh 
Hasbir Paserangi dan A. Tenri Famauri. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat 
terhadap perilaku pengantar jenazah di Kota Makassar dan mengetahui 
upaya penertiban dari ketidaktertiban yang dilakukan oleh pengantar 
jenazah di Kota Makassar. 
Penelitian tersebut dilakukan di beberapa instansi terkait. Antara 
lain adalah di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan Rumah Sakit 
Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, kuisioner, dan penelitian pustaka. Data 
dianalisis secara kualitatif dan kuantitaif dengan menggunakan metode 
deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskripitif. Data 
berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, kuisioner dan data 
berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek 
kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Masyarakat 
Makassar berpandangan bahwa perilaku pengantar jenazah yang ada di 
Kota Makassar dalam berlalu lintas tidak tertib. Hal itu kemudian 
menimbulkan keresahan bagi masyarakat lain sebagai sesama pengguna 
jalan raya. Kemudian terkait upaya penertiban yang dilakukan oleh para 
penegak hukum akan pelanggaran ketertiban dalam berlalu lintas 
tersebut, masih berkisar pada tataran upaya diskresi dari pihak kepolisian. 
Sesuai dengan kondisi yang ada, menurut penulis, upaya diskresi yang 
dimaksud adalah pihak kepolisian memahami bahwa kondisi dan situasi 
pengantar jenazah pada saat melakukan pelanggaran ketertiban dalam 
berlalu lintas kurang etis jika ditindaki secara langsung, mengingat 
kepentingan mereka dalam hal ini bersifat sakral, yakni pengantaran 
jenazah. Sehingga kepolisian mengupayakan agar pada saat kejadian 
pelanggaran tersebut, para pengguna jalan lain tidak terpancing emosi 
dan mengakibatkan kekacauan yang lebih dari itu. Selain itu, pihak 
kepolisian juga mengupayakan agar masyarakat yang sedang berduka, 
dalam hal ini pengantar jenazah, untuk dapat menghubungi pihak 
kepolisian apabila hendak mengantar jenazah melalui jalur darat, agar 
mendapat pengawalan polisi. 
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ABSTRACT 
M. N. FAISAL R. LAHAY, B11110286 Sociological Approach of The 
Corpse Companion’s Behavior in Makassar. Supervised by Hasbir 
Paserangi and A. Tenri Famauri. 
 The research aims to determine people’s perspective about the 
corpse companion’s behaviour in Makassar and to know how enforcement 
efforts of disorder is carried by the corpse companion in Makassar. 
 The research was conducted in several instances. Among others, in 
City Resort Police of Makassar and Wahidin Sudirohusodo Center 
Hospital. The methods to collect the data were interviews, quistionairres, 
and libraries research. Data were analyzed by qualitative and quantitative 
methods of deductive and inductive then presented by descriptive. The 
interviews, questionnaires, data from the legal products, and from the 
library research were used for deepen the qualitative analysis. 
 The result showed that majority of the people of Makassar’s 
perspective about the corpse companion in Makassar on traffic is not 
orderly. It made the people feel unrest as the other road users. And then 
the police’s enforcement efforts of that, is still resolves around the 
discretion. The discretion means that the police understand the conditions 
of the corpse companion at the time when they did the disorder of traffic, 
was unethical if acted upon directly, cause their interests is sacred. So the 
police just try to minimized the other risk of the corpse companion’s 
disorder. And then, the police to efforts the people, in this case are the 
corpse companion, could call the police, to get the guarding. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia yang semakin pesat dewasa ini, turut 
memberikan pengaruh terhadap segenap aspek dan bidang kehidupan 
dalam masyarakat. Mulai dari bidang sosial-budaya, ilmu pengetahuan, 
seni, teknologi, tak terkecuali pada bidang hukum. 
Kajian hukum yang senantiasa mengalami perkembangan secara 
dinamis ini juga tak lain berkat dari perkembangan dunia dalam konteks 
global tersebut. Proses penegakkan aturan maupun sistem hukum pun tak 
akan terlaksana dengan baik tanpa memperhatikan kondisi sosial 
masyarakat yang ada. 
Keadaan tersebut sesuai dengan adagium dari Cicero1, Ubi 
Societas Ibi Ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Ungkapan 
demikian muncul bukan tanpa musabab. Akan tetapi memang dipengaruhi 
dengan beberapa realitas sosial yang terjadi. 
Negara Indonesia sebenarnya memang sudah mendeklarasikan diri 
sebagai negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Namun demikian, hukum dalam realitasnya tidak serta-merta hanya 
sebatas yang ada dalam kodifikasi atau undang-undang formil. 
                                                             
1
 Suteki. Desain Hukum di Ruang Sosial. (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. vi. 
2 
Pada tataran praktis, hukum tak bisa dijalankan secara kaku, kolot, 
dan tiran. Logika legal postivisme setidaknya hanya bisa dipakai dalam 
sebuah utopia, namun ia tidak memiliki basis praksis yang cukup efektif 
dalam menerjemahkan keinginan masyarakat. 
Suteki menambahkan, bahwa hukum tidak bisa terasing dengan 
kenyataan-kenyataan yang mendorong ia untuk bersikap responsif, 
progresif, dan egaliter dalam menghadapi realitas sosial.2 
Tujuan hukum berdasarkan ajaran konvensional3 yang terdiri atas 
ajaran etis, ajaran utilitis, dan ajaran normatif-dogmatik pun, tak akan bisa 
tercapai tanpa memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang ada. 
Sehingga pengaruh sosial memang sangat perlu untuk diperhatikan. 
Umumnya bahkan banyak para sarjana hukum yang masih 
mewacanakan konsep hukum dalam pengertiannya sebagai aturan-
aturan, norma-norma, atau asas-asas. Pemikiran tersebut seakan 
menafikan kenyataan bahwa bidang sosial punya andil besar dalam 
pengoperasian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mereka beranggapan 
bahwa tidak ada perbedaan antara apa yang terumus dalam hukum, 
dengan institusi-institusi dan perilaku-perilaku orang dalam menyikapi 
aturan-aturan dan norma-norma tersebut.
4
 




 Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). (Jakarta: 
PT. Toko Gunung Agung. Tbk., 2002)., hlm. 73. 
4
 Sulistyowati Irianto. Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Kritis. Dalam E. K. M. 
Masinambow, et al (penyunting), Hukum dan Kemajemukan Budaya, (Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia, 2003), hlm. 70-71 
3 
Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap hukum dan 
kenyataan sosial, maka diperlukan suatu pendekatan empiris yang 
memungkinkan untuk dapat dilakukan pengamatan terhadap 
beroperasinya hukum. Dalam hal ini, hukum harus dilihat sebagai suatu 
sistem yang terdiri dari tiga komponen, sebagaimana dikemukakan oleh 
ahli sosiologi hukum, Lawrence M. Friedman.5 Komponen-komponen 
tersebut antara lain adalah legal substance (aturan-aturan dan  norma-
norma), legal structure (institusi atau penegak hukum, seperti polisi, jaksa, 
hakim, dan pengacara), dan legal culture (budaya hukum, meliputi ide-ide, 
sikap-sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum). 
Luasnya kewenangan hukum dalam menyentuh seluruh lapisan 
bidang kehidupan, juga membuat sifat hukum lebih komprehensif. Salah 
satu bidang yang juga diatur dalam regulasi hukum adalah tentang lalu 
lintas. 
Lalu lintas sebagai suatu sarana utama dalam mengakses berbagai 
keperluan melalui jalur darat, telah memberikan porsi besar tersendiri 
dalam tingkat urgensi yang diperlukan oleh masyarakat. Sarana dan 
prasarana penunjang yang disediakan oleh pemerintah pun turut berguna 
bagi kepentingan masyarakat. 
Terdapat tiga komponen6 utama sehingga dapat terjadinya suatu 
lalu lintas. Antara lain adalah manusia sebagai pengguna, kendaraan 
sebagai sarana transportasi, dan jalan sebagai prasarananya. Ketiga 




 Wikipedia. 2014. Lalu Lintas. Sebagaimana dikutip pada laman website 
http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas pada hari Senin 16 Juni 2014. 
4 
komponen tersebut kemudian berinteraksi satu sama lain, sehingga 
tercapai suatu proses lalu lintas dalam kehidupan. 
Manusia sebagai pengguna jalan dapat berperan sebagai 
pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai 
kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan 
tersebut dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur, serta jenis 
kelamin. Di samping itu juga faktor eksternal seperti cuaca, penerangan 
(lampu jalan), dan tata ruang juga turut berpengaruh. 
Selanjutnya kendaraan. Kendaraan digunakan oleh pengemudi 
mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, 
perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas 
yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. 
Komponen terakhir adalah jalan. Jalan sendiri merupakan lintasan 
yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan 
tidak bermotor, termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan 
mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu 
mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat 
meredam angka kecelakaan lalu lintas. 
Keutamaan fungsi dari lalu lintas sendiri dalam proses 
keberlangsungan kegiatan masyarakat, bisa dikatakan sangat signifikan. 
Hal itu memang relevan dengan kehidupan sosial yang ada, karena 
sarana transportasi yang paling murah dan sederhana ada pada lalu lintas 
jalan raya di darat. 
5 
Peraturan yang mengatur secara regulatif tentang lalu lintas sendiri 
di Indonesia tertuang dalam Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya akan ditulis 
UULLAJ). Hal itu disebabkan memang kompleksnya permasalahan yang 
sering timbul dalam berlalu lintas. 
Dalam penerapannya, UULLAJ sendiri sebenarnya telah 
memberikan kelonggaran bagi beberapa pihak tertentu dalam berkendara 
untuk diberikan hak prioritas dalam lalu lintas. Kelonggaran itu didasari 
oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dari beberapa pihak dimaksud, 
salah satunya adalah iring-iringan pengantar jenazah. 
Pengantar jenazah diberikan hak tersebut antara lain dikarenakan 
sejumlah alasan spiritual keagamaan. Urgensi seperti demikian sengaja 
ditolerir karena memang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1): 
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali.” 
Lebih spesifik, keutamaan mengantar jenazah ini tertuang dalam 
salah satu hadits Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan 
dalam kumpulan hadits Imam Bukhari Nomor 1239 dan kumpulan hadits 
Imam Muslim Nomor 2066:7 “Rasulullah SAW memerintahkan kami 
dengan tujuh perkara, yaitu: menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, 
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mendoakan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, menolong 
orang yang terzalimi, menebarkan salam, dan menunaikan sumpah orang 
yang bersumpah.” 
Di samping itu, hadits Nabi Muhammad SAW lainnya yang turut jadi 
landasan tentang pengantaran jenazah ini ada pada kumpulan hadits 
Imam Bukhari Nomor 1325 dan kumpulan hadits Imam Muslim Nomor 
945:8 
“Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut 
menyolatkannya, maka baginya pahala satu qirath, dan 
barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut 
menguburkannya, maka baginya pahala dua qirath.” Ditanyakan 
kepada beliau, “Apa yang dimaksud dua qirath?” Beliau menjawab, 
“Seperti dua gunung yang besar.” 
 
Berdasarkan dua hadits tersebut, masyarakat Indonesia (Umat 
Islam khususnya9), punya keyakinan bahwa mengantar jenazah memiliki 
pahala dan nilai kebaikan tersendiri dari Tuhan. Oleh sebab itu, peraturan 
perundang-undangan juga turut mengamini keyakinan tersebut dengan 
memberikan toleransi dalam ketentuan lalu lintas. 
Namun dalam realitasnya, toleransi yang diberikan oleh peraturan 
tersebut ternyata tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Maraknya 
pengendara ugal-ugalan yang turut ikut dalam rombongan pengantar 
jenazah, kemudian menjadi poin negatif dari penilaian oleh masyarakat. 
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Meskipun secara resmi, tidak ada pengaduan masyarakat 
mengenai ketidaktertiban pengantar jenazah, namun secara realitas, 
keresahan masyarakat akan fenomena tersebut juga sering didapati oleh 
para penegak hukum.10 Hal ini kemudian menarik untuk diteliti lebih 
mendalam dengan menggunakan perspektif sosilogi hukum. 
Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih 
lanjut mengenai fenomena perilaku pengantar jenazah yang turut 
meresahkan masyarakat, khususnya di Kota Makassar. Karena meskipun 
secara tertulis, peraturan hukum sendiri sudah memberikan jaminan akan 
toleransinya tersebut, namun secara sosio-legal, penerapannya masih 
butuh ditinjau kembali. Olehnya, penulis ingin meneliti masalah tersebut 
dan menuangkannya dalam skripsi ini berdasarkan perspektif empiris 
dalam hukum. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa 
rumusan masalah yang dapat ditarik. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap perilaku pengantar 
jenazah di Kota Makassar? 
2. Bagaimana upaya penertiban dari pelanggaran yang dilakukan 
oleh pengantar jenazah di Kota Makassar? 
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C. Tujuan Penelitan 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan 
dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perilaku 
pengantar jenazah di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya penertiban dari pelanggaran yang 
dilakukan oleh pengantar jenazah di Kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian 
ini dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak. Manfaat dari 
penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut. 
1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian serta 
referensi tambahan bagi para insan akademisi dan instansi 
terkait dalam memahami pandangan masyarakat terhadap 
perilaku pengantar jenazah di Kota Makassar. 
2.  Diharapkan juga supaya penelitian ini dapat memberikan 
usulan solusi bagi pihak penegak hukum dalam mengupayakan 
penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 





A. Karakteristik Sosiologi Hukum 
Istilah sosiologi merupakan sebuah neologisme yang dibentuk dari 
akar kata bahasa Latin socius (masyarakat) dan kata dari bahasa Yunani 
logos (ilmu).11 Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh Auguste Comte12 
dalam salah sebuah paragraf di pelajaran Cours de la philosophie (Kuliah 
Filsafat) pada tahun 1839. Mulanya Auguste Comte ingin menyebutnya 
dengan nama “fisika sosial”. Namun setelah berunding dengan Adolphe 
Quetelet,13 salah seorang ahli matematika dan astronom, yang juga 
menyebut nama “fisika sosial” dalam sebuah ilmu baru, yakni studi statistik 
kependudukan, akhirnya ia memutuskan untuk menamakan ilmu 
pengetahuan masyarakat tersebut dengan nama “sosiologi”. 
Jauh sebelum Comte menemukan istilah sosiologi tersebut, para 
pemikir zaman dahulu sudah memiliki perhatian khusus terhadap kondisi 
masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal hingga 
terbentuknya konsep disiplin ilmu sosiologi. 
                                                             
11
 Anthony Giddens dkk. Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya (La sociologie: 
Histoire et idees). Diterjemahkan oleh Ninik Rochani Sjams. Cetakan Kedua. 




 Dalam perjalanan ke Paris, Adolphe Quetelet sebenarnya telah menemukan tata cara 
mempergunakan statistik untuk menjelaskan berbagai fenomena seperti kriminalitas dan 
mengenali frekuensinya dalam suatu populasi. Tata cara inilah yang di kemudian hari 
dikenal sebagai ilmu demografi. Namun kala itu Adolphe Quetelet lebih suka 
menyebutnya dengan “fisika sosial”. Sehingga Auguste Comte harus mencari nama lain 
selain “fisika sosial” untuk menamakan ilmu pengetahuan masyarakat yang kini disebut 
“sosiologi”. Ibid., hlm. 3-4. 
 
10 
Secara historikal, jauh sebelumnya, pemikiran mengenai ilmu 
masyarakat ini sudah menjadi perhatian oleh para pakar terdahulu. Plato 
(429-347 SM)14 misalnya, telah menelaah masyarakat secara sistematis 
dengan merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencakup 
bidang ekonomi sosial. 
Beberapa abad setelahnya, ahli filsafat Arab, Ibnu Khaldun (1332-
1406)15 mengemukakan prinsip-prinsip pokok untuk menafsirkan 
beberapa kejadian sosial dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Prinsip-
prinsip yang sama akan dapat dijumpai bila akan mengadakan analisis 
terhadap timbul dan tenggelamnya negara-negara. 
Menurutnya, gejala-gejala yang sama akan terlihat pada kehidupan 
para masyarakat pengembara dengan segala kekuatan dan 
kelemahannya. Faktor yang menyebabkan bersatunya manusia di dalam 
suku, klan, negara, dan sebagainya adalah rasa solidaritas. Faktor itulah 
yang menyebabkan adanya ikatan dan usaha-usaha atau kegiatan-
kegiatan bersama antara manusia. 
Kemudian pada abad ke-17, Thomas Hobbes (1558-1679) 
memunculkan sebuah tulisan yang berjudul The Leviathan.16 Ajaran dalam 
tulisan tersebut banyak didasari pada teori tentang hukum alam, fisika, 
dan matematika. 
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Melalui tulisannya itu, Hobbes beranggapan bahwa dalam keadaan 
alamiah, kehidupan manusia didasarkan pada keinginan-keinginan yang 
mekanis. Sehingga manusia cenderung selalu ingin saling berkelahi. 
Akan tetapi, mereka juga punya pandangan bahwa hidup dengan 
tenteram dan damai adalah jauh lebih baik. Keadaan semacam itu baru 
tercapai apabila mereka mengadakan suatu perjanjian atau kontrak 
dengan pihak-pihak yang mempunyai wewenang. Yakni pihak yang akan 
dapat memelihara ketenteraman. 
Agar keadaan damai itu  bisa terpelihara, orang-orang harus 
sepenuhnya mematuhi pihak yang mempunyai wewenang tersebut. 
Dalam keadaan demikianlah masyarakat dapat berfungsi sebagaimana 
mestinya. Pemikiran dari Hobbes ini yang kemudian dikenal dengan istilah 
teori kontrak sosial (social contract). 
Perkembangan teori sosiologi ini juga sampai abad masa kini. 
Beberapa pakar masa sekarang berusaha memberikan definisi untuk 
istilah sosiologi. Meskipun secara harfiah maupun konsep, untuk 
pengertian dari sosiologi sendiri memang masih sangat beragam dalam 
sejumlah literatur. 
Pitirim Sorokin salah satunya, ia membagi pengertian sosiologi 
menjadi tiga cabang hubungan dari gejala sosial.17 Pertama, menurutnya 
sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal 
balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya antara gejala 
ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, 
gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya. 
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Kedua, baginya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan 
dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non 
sosial Misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya. 
Ketiga, sesuai dengan pemikirannya, sosiologi merupakan ilmu 
yang mempelajari ciri-ciri umum`dari semua jenis gejala-gejala sosial. 
Sedikit berbeda dengan definisi dari Sorokin, yang lebih 
mengartikan sosiologi sebagai ilmu tentang  sosial yang dinamis, J. A. A. 
van Doorn dan C. J. Lamers18 punya pendapat sendiri tentang sosiologi. 
Bagi mereka, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur 
dan proses-proses kemasyarakatan yang cenderung bersifat stabil. 
Lebih komprehensif, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi 
juga turut menyumbangkan pemikirannya untuk mendefinisikan 
sosiologi.19 Mereka menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat 
ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, 
termasuk perubahan-perubahan sosial. 
Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa struktur sosial 
merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, 
yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, 
kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. 
Kemudian mereka juga mengartikan proses sosial sebagai 
pengaruh timbal-balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. 
Umpamanya pengaruh timbal-balik antara segi kehidupan ekonomi 
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dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dengan segi 
kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan 
ekonomi, dan lain sebagainya. 
Terakhir, mereka menyimpulkan bahwa salah satu proses sosial 
yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di 
dalam struktur sosial. 
Sempat disinggung di atas, bahwa sosiologi merupakan displin ilmu 
yang mempelajari tentang proses sosial yang memiliki hubungan timbal-
balik dengan bidang kehidupan lainnya. Sesuai dengan teori itu, sosiologi 
pada perkembangannya juga turut menjadi salah satu bidang yang 
mempengaruhi proses hukum. 
Bila diibaratkan sebagai sebuah bangunan tubuh manusia, maka 
hukum formal yang berupa peraturan perundang-undangan hanyalah 
merupakan tulang-tulang yang menjadi kerangka (sketch, skeleton) saja 
bagi bangunan hukum itu. Sedangkan masyarakat bisa diibaratkan 
sebagai dagingnya.20 
Para ahli hukum biasanya lebih senang menekuni kerangka 
bangunan itu daripada mengkaji pula daging-dagingnya maupun urat-
uratnya yang menempel pada kerangka itu. Sebaliknya, para ahli sosiologi 
akan merasa lebih betah menggumuli daging-daging suatu bangunan 
hukum, yaitu proses-proses yang menyangkut peri kelakuan manusia 
yang menjalankan hukum itu.21 
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Daniel S. Lev22 pernah melakukan penelitian mengenai budaya 
hukum di Indonesia. Penelitiannya tersebut menunjukkan bagaimana 
pengertian hukum, prosedur hukum, di Jawa dikalahkan oleh pola 
harmoni, menjaga perasaan, dan sebagainya. 
Hal itu kemudian dapat membuahkan sebuah kesimpulan bahwa 
struktur sosial bisa menjadi faktor penentu pula dalam hukum dan 
masyarakat. Karena masyarakat pun sebenarnya turut membentuk hukum 
dengan memberi makna sosial kepadanya.23 
Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti 
sosiologi hukum, maka Soerjono Soekanto berpenafsiran, bahwa sosiologi 
hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis 
dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan 
sebaliknya.24  
 
B. Teori Efektivitas, Kesadaran, dan Ketataatan Hukum 
Berkaitan dengan teori sebelumnya, Achmad Ali25 juga 
mengutarakan urgensi prinsip ilmu sosiologi dalam penerapan aturan 
hukum. Baginya, sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya 
sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan “kesadaran hukum” yang 
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positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari 
kalangan penegak hukum. 
Di samping itu, Ewick dan Silbey26 juga merumuskan konsep 
“kesadaran hukum”. Menurut mereka, kesadaran hukum terbentuk dalam 
tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara 
empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum 
sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau asas”. 
Kajian sosiologi yang dikaitkan dengan hukum memang tidak bisa 
terlepas dari tinjauan sejauh mana konsep peraturan hukum itu dapat 
berlaku efektif dalam masyarakat. Achmad Ali27 mengutarakan bahwa jika 
ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-
tama kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati 
atau tidak ditaati. 
Sempat disinggung pada pembahasan sebelumnya, hubungan 
antara keefektivitasan hukum dengan kesadaran hukum dari masyarakat. 
Menurut Paul Scholten28, kesadaran hukum (legal consciusness) yang 
dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat 
tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. 
Sebagai contoh, kesadaran seseorang bahwa mencuri adalah 
suatu pelanggaran atau kejahatan, belum tentu dia tidak akan 
melakukannya. Masih ada kemungkinan bagi dirinya untuk melakukan 
perbuatan itu meskipun dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang. Misalnya 
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perbuatannya itu dilandasi dengan kepentingan ekonomi, psikologi, dan 
lain-lain. 
Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum itu, Soerjono 
Soekanto29 menguraikan indikator-indikator kesadaran hukum menjadi 
empat. Antara lain adalah: 
1. Pengetahuan tentang Hukum; 
2. Pemahaman tentang Hukum; 
3. Sikap terhadap Hukum; dan 
4. Perilaku Hukum. 
Namun dalam bukunya sendiri, Achmad Ali sedikit mengoreksi 
pendapat dari Soerjono Soekanto akan pengertiannya tentang “kesadaran 
hukum”. Menurut Achmad Ali, Soerjono Soekanto  masih mengidentikkan 
“kesadaran hukum” dengan “ketaatan hukum”. Padahal, “ketaatan hukum” 
tidak bisa dipersamakan seperti demikian. Karena yang benar menurut 
Achmad Ali, “ketaatan hukum” adalah “kesadaran hukum” yang positif. 
Sedangkan “ketidaktaatan hukum” adalah “kesadaran hukum” yang 
negatif.30 
Achmad Ali kemudian juga menambahkan salah satu faktor 
masyarakat tidak bisa menaati hukum dengan baik. Yakni, 
bertentangannya antara norma informal (moral, agama, adat, kebiasan, 
etika) dengan aturan hukum formal yang resmi. Faktor ini dibahasakan 
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oleh Achmad Ali, bukanlah dikarenakan oleh faktor kepentingan 
ekonomis, melainkan lebih pada “kepuasan batin”.31 
Pada keadaan demikian, seseorang tersebut akan dihadapkan 
pada dua pilihan ketaatan, apakah harus menaati norma hukum informal, 
atau norma hukum formal. Hal itu kemudian diutarakan oleh Achmad Ali 
kembali, tergantung pada kepentingan dari seseorang itu. Karena 
bagaimanapun, seseorang itu akan tetap dipersalahkan. Karena dia juga 
harus memilih, harus “tidak menaati” norma yang mana. 
Dalam persoalan tersebut juga harus dipahami, bahwa seseorang 
dengan “standar-standar subjektif”-nya senantiasa mengalkulasi 
perilakunya sendiri, mana yang akan mengeluarkan biaya (pengorbanan) 
lebih besar, begitu juga sebaliknya. Realitas ini menunjukkan bahwa 
persoalan “konflik peran” sangat menentukan dalam pilihan untuk menaati 
atau tidak menaati suatu aturan hukum. Konflik-konflik peran senantiasa 
menghasilkan manifestasi-manifestasi yang mencolok.32 
Berhubungan dengan itu, M. B. E. Smith33 dalam artikelnya yang 
berjudul “The Duty to Obey the Law”, menuturkan, bahwa dalam 
kacamata orang-orang yang non-profesional di bidang hukum, tidak ada 
yang pernah mengatakan bahwa kewajiban bukan merupakan sesuatu 
yang absolut. Sehingga terkadang secara moral, kita dapat melanggar 
hukum. 
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Namun pada hakikatnya, inti dari pendapat Smith ialah, setiap 
masyarakat memiliki alasan moral untuk taat dan tunduk pada suatu 
aturan hukum. Tapi di lain hal, ketidaktaatan juga dapat dilakukan 
seandainya kita tidak memiliki alasan moral untuk taat. 
Pembahasan tentang “konflik peran” dari Achmad Ali di atas ingin 
penulis hubungkan dengan masalah dalam penelitian ini. “Konflik peran” 
yang dimaksud tersebut tentu juga dialami oleh para pengantar jenazah, 
baik dari keluarga yang sedang berduka, maupun dari para pengantar 
lainnya yang turut berempati untuk ikut dalam rombongan. Namun jika 
dikaitkan lagi dengan teori dari Smith di atas, para pengantar jenazah itu 
juga berpeluang untuk melanggar aturan hukum resmi yang berlaku. 
Karena, ketentuan norma informal yang terkandung dalam urgensi 
pengantaran jenazah  secara spiritual, juga dipegang teguh oleh 
masyarakat. Apalagi jika didukung dengan ketidaktegasan dari para 
penegak hukumnya. 
Maka dari itu, keefektivitasan hukum yang ada di masyarakat, pada 
dasarnya juga harus ditopang oleh kewibawaan dan ketegasan dari 
penegak hukum yang ada. Hal ini merupakan salah satu dari sepuluh 
faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap hukum dari Achmad Ali, yang 
juga diamini oleh C. G. Howards dan R. S. Mumners.34 
Kesadaran hukum yang negatif, yang mengakibatkan ketidaktaatan 
hukum tersebut, juga dipengaruhi oleh gejala sosial, berupa perilaku 
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penyimpangan. Hal itu dibahas oleh Soerjono Soekanto35 dalam kajiannya 
mengenai teori perubahan sosial. Karena kondisi sosial yang ada dari 
waktu ke waktu tidak dapat dipastikan akan selalu sama. 
Dalam bukunya tersebut, Soerjono Soekanto menuliskan pendapat 
dari Emile Durkheim, yang mencoba untuk mengajukan suatu masalah, 
apakah penyimpangan dapat dikategorikan sebagai suatu gejala 
patologis. Modelnya tentang masyarakat bersifat fisiologis, sehingga 
timbul pertanyaan apakah kejahatan dalam masyarakat dapat dianggap 
sebagai suatu penyakit dalam organisme biologis. 
Mulanya ada anggapan seperti demikian. Namun Durkheim 
beranggapan suatu perilaku lebih bersifat normal daripada patologis, 
apabila biasanya diasosiasikan dengan tipe masyarakat tertentu dan jika 
peristiwa tersebut terjadi pada batas-batas tertentu.36 
Hal yang terakhir disebutkan di atas, lebih menekankan pada 
pandangan statistik perihal normalitas. Penyimpangan atau kejahatan 
secara umum dianggap abnormal, hanya apabila jumlah kejadiannya 
menyimpang dari normalitas yang merupakan angka rata-rata secara 
statistik bagi tipe-tipe masyarakat tertentu.37 
Hal ini merupakan pendapat atau konsepsi yang penting dari 
Durkheim, bahwa bentuk-bentuk penyimpangan berhubungan erat dengan 
organisasi sosial masyarakat, di mana penyimpangan itu terjadi. Dengan 
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demikian, dapatlah dikatakan bahwa suatu perilaku adalah abnormal atau 
patologis bila secara statistik menyimpang atau di dalam bentuknya 
menyimpang.38 
Fenomena ketaatan dan ketidaktaatan hukum ini lebih lanjut 
dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya lagi adalah 
ketidaksepakatan normatif. Tinjauan ilmu hukum dalam perspektif sosial 
atau sosiologi dalam pembasahan ini turut memberikan variasi pandangan 
dalam menginterpretasikan peraturan hukum. 
Ketidaksepakatan normatif itu dijabarkan oleh John Rex,39 bahwa 
terdapat perbedaan di dalamnya. Perbedaan yang dimaksud adalah 
tentang tujuan dan nilai di satu pihak dan tidak adanya mufakat tentang 
sarana yang tepat di lain pihak. Semakin tajam konflik yang terjadi, 
semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan tentang tujuan akhir 
yang diinginkan. 
Smelser40 telah menegaskan bahwa dalam situasi ketegangan 
psikologis, terdapat kecenderungan memindahkan definisi tentang 
ketidaksepakatan secara lebih radikal. Menurut analisanya, pihak yang 
merasa terancam berpindah dari satu diagnosis yang didasarkan pada 
ketiadaan sarana yang tersedia, menuju diagnosis tentang kesalahan 
pribadi, diagnosis yang berkaitan dengan norma dan akhirnya diagnosis 
yang menimbulkan pertanyaan tentang nilai terakhir. 
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Analisa tersebut menyetujui bahwa terdapat satu ukuran gangguan 
kepribadian tertentu sedang diagnosis itu sendiri tidak rasional, tetapi tidak 
ada alasan mengapa dalam kasus di mana pihak yang terlibat tidak 
terpengaruh oleh tekanan dan dapat dipandang berbuat secara dingin dan 
padu, alasan yang kurang logis tidak dapat dilanjutkan dari tingkatan yang 
lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi.41 
Penulis beranggapan, bahwa ketidaksepakatan normatif yang 
diuraikan oleh John Rex tersebut juga dirasakan oleh para pengantar 
jenazah terhadap aturan hukum formil yang berlaku. Karena pada 
kenyataannya, toleransi yang diberikan oleh hukum terhadap prioritas 
kepada para pengantar jenazah tidak ditaati secara keseluruhan. Hal itu 
kemudian menyebabkan ketidaktertiban yang terjadi pada fenomena 
dalam berlalu lintas, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 
Achmad Ali kemudian juga menuliskan pendapat dari H. C. Kelman 
maupun L. Pospisil42, mengenai ketaatan hukum. Mereka merumuskan 
ketaatan hukum dapat dibedakan atas tiga kualifikasi kualitasnya. 
Pertama adalah ketaatan yang bersifat compliance. Yakni jika 
seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. 
Kelemahan dari ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan 
yang terus-menerus. Bahkan, Soerjono Soekanto43 membahasakan jenis 
ketaatan yang dilandasi oleh cara penegakan hukum seperti ini (yakni 
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coercive), maka ketaatan yang tercipta hanyalah ketaatan semu. Serta, 
polisi dan para penegak hukum lainnya justru hanya menebarkan suasana 
ketakutan pada masyarakat. 
Kedua adalah ketaatan yang bersifat identification. Yakni jika 
seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya 
dengan orang lain tertentu menjadi rusak. 
Ketiga adalah ketaatan yang bersifat internalization. Yakni jika 
seseorang menaati suatu aturan hukum, benar-benar karena ia merasa 
bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya. 
Ketiga kualifikasi ketaatan hukum yang diuraikan oleh Kelman dan 
Pospisil di atas, juga dapat dihubungkan dengan pendapat dari Soerjono 
Soekanto tentang faktor budaya dalam penegakan hukum. 
Menurut Soerjono Soekanto:44 
Nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan suatu pasangan 
yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada 
masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena 
pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan 
modernisasi di bidang material, misalnya, tidak mustahil akan 
menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari 
pada nilai keakhlakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan 
yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang 
lebih tinggi dan lebih penting, akan mengakibatkan bahwa pelbagai 
aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan 
belaka. Salah satu akibat daripada penempatan nilai kebendaan 
pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan, adalah 
bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, 
adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada 
kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat-ringannya 
ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolok ukur 
kewibawaan hukum; kepatuhan hukum kemudian juga disandarkan 
pada cost and benefit. 
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C. Kajian Perilaku Hukum dalam Masyarakat 
Seperti salah satu indikator ketaatan hukum yang dikemukakan 
oleh Soerjono Soekanto, yakni perilaku hukum, Bimo Walgito menuliskan 
beberapa teori45 tentang perilaku manusia secara umum. Sebelumnya 
Bimo mengungkapkan bahwa perilaku manusia itu didorong oleh motif 
tertentu sehingga manusia itu berperilaku. 
Beberapa teori tentang perilaku manusia yang diungkapkan oleh 
Bimo antara lain adalah (i) Teori Insting; (ii) Teori Dorongan (Drive 
Theory); (iii) Teori Insentif (Incentive Theory); (iv) Teori Atibusi; dan (v) 
Teori Kognitif. 
Pertama, teori insting dikemukakan pertama kali oleh McDougall. 
Menurutnya, perilaku manusia itu disebabkan oleh insting. Insting 
merupakan perilaku yang innate, perilaku yang bawaan, dan insting 
akan mengalami perubahan karena pengalaman. 
Kedua, teori dorongan (drive theory). Teori ini bertitik tolak pada 
pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan 
atau drive tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan 
kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme 
berperilaku. Bila oraganisme itu mempunyai kebutuhan, dan 
organisme ingin memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi 
ketegangan dalam diri organisme itu. Bila organisme berperilaku 
dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pegurangan 
atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut. 
Ketiga, teori insentif (incentive theory). Teori ini bertitik tolak pada 
pendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya 
insentif. Dengan insentif akan mendorong organisme berbuat atau 
berperilaku. Insentif atau disebut juga sebagai reinforcement ada 
yang positif ada pula yang negatif. Reinforcement positif akan 
mendorong organisme dalam berbuat, sedangkan reinforcement 
negatif akan dapat menghambat dalam organisme berperilaku. 
Keempat, teori atribusi. Teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider 
ini, ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku orang. Apakah 
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perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal, ataukah keadaan 
eksternal. 
Kelima, teori kognitif. Teori ini berkaitan erat dengan model 
subjective expect utility (SEU), mana menjelaskan akan keadaan di 
mana seseorang akan memilih melakukan suatu perilaku yang lebih 
bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dengan kemampuan memilih 
tersebut, berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan 
pilihannya. 
 
Namun jika dikaitkan antara perilaku sosial dengan  hukum, 
Lawrence M. Friedman46 memiliki definisi sendiri akan pengertian tentang 
perilaku hukum (legal behavior). Menurut Friedman, perilaku hukum 
adalah perilaku yang dipengaruhi aturan, keputusan, perintah, atau 
undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang 
hukum. 
Kemudian sebagai contoh, Friedman juga memberikan sedikit 
gambaran tentang definisinya akan perilaku hukum tersebut. Jika 
seseorang berperilaku secara khusus atau mengubah perilakunya secara 
khusus karena diperintahkan hukum, atau karena tindakan pemerintah, 
atau amanat atau perintah dari pemerintah atau dari sistem hukum atau 
dari pejabat di dalamnya, inilah perilaku hukum. Misalnya, ia 
berkendaraan di sepanjang jalan, kemudian melihat rambu batas 
kecepatan (atau melihat polisi) dan memperlambat kendaraan, ini adalah 
perilaku hukum.47 
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Sejalan dengan pembahasan mengenai kajian hukum dalam 
masyarakat, tipologi dari Emile Durkheim48 tentang konsep solidaritas 
organik dan solidaritas mekanik dalam masyarakat juga sempat muncul. 
Konsep dari Durkheim ini sebenarnya juga bisa diartikan sebagai cikal 
bakal dari beberapa perkembangan hukum dalam masyarakat. 
Dalam konsep tersebut, menurut Durkheim, masyarakat itu terikat 
karena adanya solidaritas di antara anggota-anggotanya. Untuk 
menjelaskan mengenai perkembangan masyarakat yang berbeda-beda, 
Durkheim menunjukkan adanya masyarakat dengan solidaritas mekanik 
dan masyarakat dengan solidaritas organik. 
Solidaritas mekanik mendasarkan terwujudnya masyarakat pada 
rasa ketertarikan dan rasa persatuan di antara anggota-anggotanya. 
Perbedaan pendapat dan penyimpangan-penyimpangan tingkah laku 
merupakan hal yang bertentangan dengan solidaritas. 
Di lain pihak, pada masyarakat yang didasarkan solidaritas organik, 
terwujudnya masyarakat didasarkan pada kebebasan para anggotanya 
untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan untuk berhubungan satu 
dengan yang lain. Karena sifat sosial manusia maka kebebasan demikian 
ini tidak menyebabkan musnahnya masyarakat. 
Dalam pandangan Durkheim, hukum memperoleh warna moralnya 
lagi, sekalipun moral yang dimaksud di sini bukan moral dalam artian 
normatif, melainkan dalam manifestasinya sebagai realitas sosial. Pada 
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konsep Durkheim, hukum sebagai moral sosial pada hakikatnya adalah 
suatu ekspresi solidaritas sosial yang berkembang di dalam suatu 
masyarakat. Sehingga bisa dikatakan hukum itu merupakan cerminan dari 
solidaritas.49 
Tidak ada masyarakat yang dapat bertahan dan eksis secara 
berkesinambungan tanpa adanya solidaritas. Sekalipun bentuk solidaritas 
tersebut bisa bervariasi, serta berbeda dari satu tahap perkembangan, ke 
tahap  berikutnya. 
Selanjutnya, teori dari Durkheim tentang dua tipe solidaritas 
masyarakat itu tidak berhenti sampai di situ. Dalam tataran praktis, untuk 
masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik, hukum yang berlaku adalah 
hukum represif.50 Hukum represif adalah hukum yang bekerja dengan 
cara memberi sanksi pidana kepada anggota-anggota masyarakat yang 
melanggar hukum dengan tujuan agar  para anggota masyarakat 
mempunyai keseragaman dalam tidakan-tindakannya. 
Sedangkan pada masyarakat dengan solidaritas organik, hukum 
yang berlaku adalah hukum yang bersifat restitutif.51 Hukum restitutif 
merupakan hukum yang bekerja dengan cara menyediakan sarana untuk 
memulihkan keadaan menjadi seperti semula, bilamana terjadi gangguan 
dalam hubungan di antara anggota masyarakat. 
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Hukum yang bersifat restitutif sesuai bagi masyarakat dengan 
solidaritas organik. Karena masyarakat demikian itu mendasarkan diri 
pada kebebasan para anggotanya. 
Teori solidaritas masyarakat dari Durkheim tersebut tentu tidak bisa 
terlepas dari teori dasar mengenai kelompok. Sebagaimana diungkapkan 
oleh Kuypers dalam bukunya Bimo Walgito52, bahwa manusia pada 
hakikatnya, di samping makhluk religius, namun juga merupakan makhluk 
sosial. 
Selain itu, sebagai makhluk individual, manusia mempunyai 
dorongan untuk mengabdi pada kepentingan pribadinya. Hal itu didasari 
karena adanya dorongan untuk mengadakan hubungan dengan dirinya 
sendiri. 
Di samping itu, manusia sebagai makhluk religi, mempunyai 
dorongan untuk mengadakan hubungan yang bersifat vertikal. Sedangkan 
manusia sebagai makhluk sosial, mempunyai dorongan untuk 
mengadakan hubungan dengan sesama manusia. 
 
D. Pengaruh Sosial dalam Pembentukan Hukum 
Sebagai perkembangan dari teori Durkheim, Max Weber 
menambahkan kajian hukum dalam masyarakat dengan membagi dua 
latar belakang terbentuknya suatu hukum. Weber menegaskan, aturan 
hukum itu baru dapat terbentuk hanya dengan dua cara.53 Yakni aturan-
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aturan itu dapat muncul secara bertahap, atau aturan-aturan itu diciptakan 
secara sengaja. 
Pada cara yang pertama, Weber menguraikan bahwa orang mulai 
melakukan hal-hal yang baru dari aturan-aturan yang ada. Sehingga 
aturan-aturan lama tersebut lambat-laun akan mengalami pergeseran 
secara bertahap dari semula. 
Kemudian pada cara yang kedua, ada pembentukan hukum baru 
dalam pemaksaan dari atas. Pengungkapan hukum seperti ini 
dibahasakan oleh Weber sebagai unsur revolusioner primer yang dapat 
menggerogoti stabilitas tradisi. Selain itu, Weber juga menyebutkan 
bahwa dari cara ini, pembuatan  hukum dalam artian perundang-
undangan bermula.54 
Selanjutnya Weber menjelaskan, dalam bertingkah laku, 
masyarakat selalu terikat pada kebiasaan. Kebiasaan yang diulang secara 
terus-menerus itu, kemudian menimbulkan rasa nyaman (comfort), hingga 
pada akhirnya timbul kepastian (certainity).55 
Dari uraian tersebut, Weber mencoba menjelaskan bahwa 
kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, di kemudian hari bisa menjadi 
sumber terbentuknya suatu peraturan hukum. Tidak berhenti di situ, 
kebiasaan masyarakat yang selalu dinamis dan senantiasa berubah 
seiring perkembangan zaman, pada akhirnya juga menjadi faktor 
pengubah suatu aturan hukum yang sebelumnya juga sudah disepakati. 






Teori Weber di atas juga diperkuat dengan konsep sibernetik56 dari 
Talcott Parsons.  Dalam konsep itu, Parsons menguraikan bahwa dalam 
masyarakat, terbagi atas empat subsistem. Keempat subsistem itu adalah: 
(i) subsistem ekonomi yang berfungsi sebagai adaptasi (adaptacion); (ii) 
subsistem politik yang berfungsi sebagai pencapai tujuan (goal 
pursuance); (iii) subsistem sosial yang berfungsi sebagai integrasi 
(integration); dan (iv) subsistem budaya yang berfungsi untuk 
mempertahankan pola (pattern maintance). 
Parsons menyebutkan, dalam keempat subsistem tersebut memiliki 
keterkaitan satu sama lain. Lebih lanjut, dari keempat subsistem itu, 
terdapat dua arus, yang dikenal dengan arus informasi dan arus energi. 
Parsons menjabarkan, arus energi, sesuai dengan urutannya berpuncak 
pada subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem sosial, dan yang 
terlemah, subsistem budaya. Sebaliknya, pada arus informasi, urutan dari 
yang terbesar adalah pada subsistem budaya, subsistem sosial, 
subsistem politik, dan subsistem ekonomi. 
Teori dari Weber maupun Parsons di atas pada perkembangannya 
ternyata juga menjadi rujukan dalam istilah “hukum masyarakat” atau 
“hukum rakyat”. Soetandyo Wignjosoebroto57 menyebutkan, bahwa hukum 
kebiasaan rakyat yang tak tertulis58, yang ditemukan dalam kehidupan 
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komunitas-komunitas etnik lokal, bukanlah hukum dalam formatnya 
sebagai undang-undang. 
Dalam kehidupan komunitas-komunitas lokal yang belum mengenal 
budaya baca-tulis ini, aturan berperilaku sosial yang tak tertulis tersebut 
ditemukan dalam rupa asas-asas moral yang berlaku normatif. Hal itu 
guna mengatur perilaku antarwarga. Sehingga hukum rakyat yang tak 
tertulis ini pada hakikatnya beresensi moral. 
Perkembangan transformatif yang penting baru terjadi di Eropa 
Barat tatkala ide dan doktrin positivisme diterima sebagai paradigmatik 
saintifik, menggeser paham “hukum alam”. Transformasi terjadi berseiring 
dengan perubahan-perubahan sosial politik, khususnya pada belahan 
akhir abad ke-18 dan dasawarsa-dasawarsa pertama abad ke-19, tatkala 
kehidupan kian nyata terorganisasi dalam bentuk masyarakat negara.59 
 Kehidupan bernegara bangsa yang modern pada saat itu, yang 
terintegrasi dalam satuan-satuan teritorial dengan penduduk yang 
mempunyai latar belakang keyakinan moral-religius yang beragam, amat 
memerlukan standar perilaku bersama yang baru dan segera.  Oleh sebab 
itu, diperlukan suatu sistem hukum baru, berikut kelengkapan institusi dan 
organisasi yang baru, yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan 
struktur kehidupan yang sudah terformat dan berskala nasional dengan 




solidaritasnya yang organik, yang tak lagi terserpih-serpih ke dalam 
kehidupan sektarian dan eksklusif dengan solidaritasnya yang mekanik.60 
Secara historikal, pada masa kekaisaran Napoleon Bonaparte61 di 
Perancis, masyarakatnya kala itu yang berinovasi untuk mewujudkan 
suatu peraturan yang berlaku secara komprehensif. Karenanya, berbagai 
macam folkways maupun lawways, baik yang berlaku pada masyarakat 
kelas atas maupun pada rakyat jelata, diupayakan untuk disusun secara 
kategorial. 
Hasil dari penyusunan tersebut, kemudian berbuah menjadi suatu 
aturan hukum yang tertulis atau biasa disebut sebagai “kitab hukum 
undang-undang”. Kodifikasi Napoleon inilah yang ditiru sebagai model 
pengkitaban hukum nasional oleh berbagai negeri lain di Eropa dan 
sejumlah negara bekas jajahan Perancis.62 
Contoh seperti Napoleon Bonaparte itu, kemudian disebut oleh 
Sulistyowati Irianto sebagai salah satu “aktor yang menyebabkan hukum 
bergerak”.63 Contoh lain dari aktor penyebab bergeraknya suatu hukum 
yang diungkapkan oleh Sulistyowati pada masa sekarang, yakni seperti 
para (buruh) migran yang “membawa” hukumnya sendiri ke negara tujuan, 
orang-orang yang sering berada di berbagai negara (pedagang, 
ekspatriat), pegawai negeri (yang bertugas mewakili negara/para 
diplomat), NGO internasional, multinational corporation, dan mereka yang 
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dapat berhubungan dengan dunia luar karena fasilitas alat komunikasi 
(internet). 
Hal di atas mengungkapkan bahwa hukum yang mengatur 
masyarakat, hakikatnya memang berasal dari masyarakat itu sendiri. 
Dalam artian, perkembangan kehidupan sosial tidak bisa dipandang 
sebelah mata dalam proses penegakkan hukum. Karena pengaruh bidang 
sosial sendiri yang memang sangat punya andil dalam perkembangan 
hukum. 
 
E. Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas tentang Pengantar 
Jenazah 
Tinjauan kepustakaan tentang pengantar jenazah dapat dilihat 
secara regulatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun secara definitif tidak dijabarkan 
pengertian dari pengantar jenazah, namun dalam beberapa pasal secara 
eksplisit menyebutkan pengaturan mengenai iring-iringan pengantar 
jenazah dalam berlalu lintas.  
Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu beberapa pengertian 
yang terkait dengan pembahasan dalam bagian ini. Lalu lintas dan 
angkutan jalan dalam UU ini diartikan sebagai satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan 
jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, 
pengguna jalan, serta pengelolaannya. 
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Lebih mengerucut, lalu lintas sendiri dibahasakan dalam UU itu 
sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu 
lintas jalan sendiri diartikan dalam UU tersebut sebagai prasarana yang 
diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang 
berupa jalan dan fasilitas pendukung. 
Beberapa ketentuan lain dalam UU tersebut tentang pengantar 
jenazah dapat dilihat pada Pasal 59 Ayat (5), Pasal 134 poin f, Pasal 135, 
dan Pasal 256. Kesemua pasal yang disebutkan itu merupakan beberapa 
ketentuan yang mengatur maupun menyinggung masalah iring-iringan 
pengantar jenazah dalam berlalu lintas. 
Pasal 59 menyatakan bahwa: 
(1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat 
dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene. 
(2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
warna: 
a. Merah; 
b. Biru; dan 
c. Kuning. 
(3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan 
Bermotor yang memiliki hak utama. 
(4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada 
Pengguna jalan lain. 
(5) Penggunaan lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2) sebagai berikut: 
a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk 
Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 
b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk 
Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara 
Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, 
palang merah, rescue, dan jenazah; dan 
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c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk 
Kendaraan Bermotor patrol jalan tol, pengawasan sarana 
dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek 
Kendaraan, dan angkutan barang khusus. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan 
tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu 
isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
 
Pasal ini memberikan aturan bagi kendaraan bermotor tertentu 
untuk menyalakan atau memberikan isyarat lampu dalam berkendara di 
lalu lintas. 
Dalam penjelasannya, pada ayat (1) yang dimaksud dengan 
“kepentingan tertentu” adalah adalah kendaraan yang karena sifat dan 
fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda 
memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning 
sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari pengguna jalan 
untuk keselamatan.64 
Kemudian untuk ayat (3) dijelaskan pula lebih rinci, bahwa yang 
dimaksud dengan kendaraan bermotor yang memiliki hak utama adalah 
Kendaraan Bermotor yang mendapat prioritas dan wajib didahulukan dari 
pengguna jalan lain.65 
Pada ayat (5) poin b, telah dituliskan secara jelas, bahwa 
kendaraan yang mengangkut jenazah juga turut mendapat hak prioritas 
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dalam lalu lintas. Yakni dengan kewajiban untuk memberikan isyarat atau 
lampu sirene berwarna merah. Sama seperti kendaraan bermotor 
tahanan, pengawal Tentara Negara Indonesia, pemadam kebakaran, 
ambulans, dan rescue. 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa bagi beberapa kendaraan 
tertentu yang memiliki hak untuk diutamakan dalam lalu lintas, harus juga 
memberikan isyarat tertentu. Agar para pengguna jalan lain juga bisa 
memahami dalam praktiknya di lalu lintas, bahwa kendaraan-kendaraan 
tersebut memang diberikan hak prioritas tersendiri. 
Di samping itu, Pasal 134 lebih spesifik menegaskan bahwa: 
Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan 
sesuai dengan urutan berikut: 
a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan 
tugas; 
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit; 
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan 
Lalu Lintas; 
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; 
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga 
internasional yang menjadi tamu negara; 
f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan 
g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut 
pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
Pada Pasal 134 seperti yang tertera di atas, telah mengurutkan 
para pengguna jalan yang memiliki hak prioritas dalam lalu lintas. Dalam 
pasal tersebut, iring-irngan pengantar jenazah termasuk dalam kategori 
pengguna jalan yang memperoleh hak utama. 
Hal itu bisa dilihat pada poin f pasal tersebut di atas. Iring-iringan 
pengantar jenazah mendapat urutan keenam di aturan tersebut. Adapun 
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lima pengguna jalan lainnya yang memiliki hak utama di atas iring-iringan 
pengantar jenazah ialah, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang 
melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan 
pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, dan kendaraan pimpinan 
dan pejabat asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. 
Adapun urutan terakhir setelah iring-iringan pengantar jenazah 
dalam ketentuan di atas, adalah konvoi  dan/atau kendaraan untuk 
kepentingan tertentu menurut peritmbangan petugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
Kepentingan tertentu dalam konvoi tersebut dijelaskan lebih 
terperinci di UU ini sebagai kepentingan yang memerlukan penanganan 
segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, 
kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, 
dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.66 
Namun hak prioritas yang diberikan untuk beberapa kendaraan 
bermotor di atas, termasuk iring-iringan pengantar jenazah, tidak serta 
merta diberlakukan tanpa pengawasan. Pasal 135 kemudian memberikan 
aturan lanjutan mengenai itu. 
Dalam Pasal 135 ditegaskan bahwa: 
(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu 
merah atau biru dan bunyi sirene. 
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(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan 
pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak 
berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 134. 
 
Pasal 135 di atas menjelaskan lebih khusus mengenai pengawasan 
atas hak utama yang diberikan oleh kendaraan-kendaraan tertentu, 
seperti yang diatur dalam pasal sebelumnya. Ayat (1) dan (2) di atas, 
menguraikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kendaraan yang 
memiliki hak utama. 
Ketentuan yang harus dipenuhi tersebut diartikan sebagai 
pengawalan oleh petugas kepolisian untuk mengawal kendaraan-
kendaraan yang memiliki hak utama. Di samping pengawalan, kendaraan-
kendaraan yang memiliki hak utama tersebut juga harus menggunakan 
isyarat lampu merah atau biru dan sirene, sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 59 sebelumnya. 
Kemudian pada Pasal 256 juga turut mengatur mengenai peran 
dari masyarakat. Pasal 256 berbunyi: 
(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
berupa: 
a. Pemantauan dan penjagaan Kemanan, Keselamatan, 
Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan; 
b. Masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah 
dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar 
teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
c. Pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan 
penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat 
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pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak 
lingkungan; dan 
d. Dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan 
dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan 
yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 
 
Ketentuan pada Pasal 256 ini mengisyaratkan bahwa peran serta 
masyarakat dalam upaya mengontrol kebijakan UU ini juga diberi ruang. 
Peran serta masyarakat yang dimaksud tentu beragam. Penjelasan lebih 
rinci tentang peran serta yang dimaksud, kemudian diterangkan secara 
gamblang pada Ayat (2) dalam pasal ini. Penulis juga berharap, karya tulis 
ini bisa ditafsirkan sebagai salah satu bentuk dari peran serta masyarakat 





A. Lokasi Penelitian 
Lokasi dari penelitian ini penulis batasi pada lingkup Kota Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu dikarenakan objek penelitian ini sendiri 
memang difokuskan pada Kota Makassar. Penentuan dari lokasi ini paling 
besar, disebabkan karena melihat realitas yang selama ini terjadi di Kota 
Makassar sendiri tentang penelitian ini.  
Lebih khusus, penelitian ini dilakukan di tiga kecamatan yang ada di 
Kota Makassar. Ketiga Makassar yang dimaksud antara lain terdiri dari 
sebagai berikut.  
1. Kecamatan Biringkanaya. 
2. Kecamatan Tamalate. 
3. Kecamatan Panakukkang. 
Ketiga kecamatan di atas, sengaja penulis pilih berdasarkan jumlah 
keseluruhan dari Kota Makassar sendiri, yakni 14 Kecamatan. Maka dari 
itu sebagai sampel, penulis mengambil sebagian dari keseluruhan jumlah 
Kecamatan yang ada di Makassar tersebut. 
Selain ketiga kecamatan di atas, penulis juga akan melakukan 
penelitian di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar. 
Semua tempat tersebut, diharapkan oleh penulis agar dapat menjadi 
sampel untuk mewakili keseluruhan populasi dari penelitian ini.  
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B. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah penelitian Sosiolegal (Sosio-legal 
Research), dengan menggunakan kombinasi metode penelitian doktriner 
dan metode penelitian empirik. Studi yang bersifat interdisipliner ini 
merupakan turunan dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu 
tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan lainnya. Kebutuhan untuk 
menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal 
menyuburkan metode ini. Sementara secara praktikal, studi sosio-legal 
dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian 
masyarakat.67 
Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap hukum dan 
kenyataan sosial, maka diperlukan suatu pendekatan yang bersifat 
interdisipliner yang memungkinkan untuk dapat melakukan pengamatan 
terhadap beroperasinya hukum. Sebab, hukum adalah bagian dari 
kebudayaan dan masyarakat. Olehnya itu, tidak mungkin mengkaji hukum 
secara terisolasi tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang 
hidup dalam masyarakat.68 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data dari penelitian ini terbagi atas dua, yakni 
data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai 
keduanya dapat diuraikan sebagai berikut. 
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1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui cara observasi langsung ke lokasi penelitian, 
wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan 
penelitian, dan mengedarkan daftar kuisioner kepada para 
sampel penelitian yang telah ditentukan. 
2. Data sekunder adalah data yang lebih bersifat kepustakaan 
(library research). Di antaranya adalah peraturan perundang-
undangan, buku-buku, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, 
data dari internet, serta sumber literatur lainnya yang terkait 
dengan penelitian ini. 
 
D. Populasi dan Sampel 
Penentuan populasi dan sampel dalam suatu penelitian, khususnya 
dalam penelitan ini sangat penting. Karena populasi dan sampel erat 
kaitannya dengan objek dari penelitian ini sendiri. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai populasi dan sampel dapat diuraiakan sebagai berikut. 
1. Populasi adalah keseluruhan jumlah objek maupun subjek yang 
akan diteliti. Khusus dalam penelitian ini, penulis menentukan 
populasi penelitian ini terdiri atas masyarakat umum yang ada di 
Kota Makassar. 
2. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. 
Sampel dianggap sebagai perwakilan populasi yang hasilnya 
merepresentasikan keseluruhan gejala yang diamati. Adapun 
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teknik penentuan dari sampel dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Artinya, dalam hal penentuan sampel, 
penulis memiliki kebebasan menentukan berdasarkan kategori 
yang penulis anggap sesuai dengan ciri, kriteria, maupun sifat 
dari kebutuhan penilitian. Adapun sampel dari penelitian ini, 
penulis tentukan terdiri dari masyarakat umum yang ada di tiga 
kecamatan di Kota Makassar. Dari tiga kecamatan di Kota 
Makassar yang sudah dijelaskan di awal bab tersebut, penulis 
akan menyebarkan angket atau kuisioner kepada 10 (sepuluh) 
masyarakat di masing-masing kecamatan sebagai sampel. Dari 
data itu, penulis berharap dapat merepresentasikan 
keseluruhan populasi dari penelitian ini. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara atau 
teknik dalam pengumpulan data. Di antaranya adalah sebagai berikut. 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research); adalah penelitian 
yang dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai 
bahan pustaka yang berhubungan dengan topik pembahasan. 
Bahan pustaka tersebut baik berupa buku-buku, dokumen-
dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research); adalah penelitian yang 
dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan melakukan 
wawancara bersama pihak-pihak yang terkait dengan masalah 
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yang  menjadi pembahasan serta penyebaran kuisioner atau 
angket pertanyaan kepada sejumlah masyarakat. 
a. Interview, yaitu wawancara langsung dengan para 
narasumber yang memiliki kapasitas dalam kaitannya 
dengan topik penelitian. 
b. Angket, yaitu menyebarkan daftar kuisioner kepada para 
responden yang sudah disiapkan dari sampel yang 
ditentukan oleh peneliti. 
 
F. Analisis Data 
Analisis data di sini dimaksudkan bahwa, data yang diperoleh, baik 
data primer maupun sekunder, disusun dan diklasifikasikan. Setelah itu, 
data yang suda disusun dan diklasifikasikan tersebut dianalisis dan ditulis 
secara deskriptif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 
yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah, yang 






A. Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Pengantar Jenazah di 
Kota Makassar 
Secara sederhana, rombongan atau iring-iringan pengantar 
jenazah dapat kita artikan sebagai sekelompok masyarakat yang 
melakukan aktivitas pengawalan dan pengantaran jenazah dari rumah 
pihak yang berduka ke tempat pemakaman. Pada hakikatnya, kegiatan 
tersebut dilakukan karena pengawalan atau pengantaran tersebut 
memang dibutuhkan. Sebab, hal ini berkaitan erat dengan masalah 
spiritual keagamaan dan sosial. 
Sebenarnya, proses pengantaran jenazah, khususnya melalui jalur 
darat, memang tidak diatur secara resmi atau regulatif oleh pemerintah. 
Karena memang aktivitas ini dinilai cukup sederhana dan dapat dilakukan 
secara mandiri oleh masyarakat.69 Namun pada perkembangannya, 
beberapa pihak, baik pemerintah melalui rumah sakit daerah, maupun 
pihak rumah sakit swasta, turut memfasilitasi masyarakat dalam 
kebutuhan ini. 
Hal ini dirasa memang diperlukan guna mempermudah dan 
membantu masyarakat, yakni pihak yang berduka, untuk mengantarkan 
jenazah dari kerabatnya yang meninggal. Terlebih, jika pihak yang 
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bersangkutan tidak memiliki kendaraan yang layak untuk mengantarkan 
jenazah tersebut. 
Sesuai dengan data yang dihimpun oleh penulis, berikut daftar 
rumah sakit umum yang ada di Kota Makassar. 
TABEL 1 
Daftar Rumah Sakit Umum Kota Makassar 
 
No. Rumah Sakit Alamat 
1. Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Jl. Perintis 
Kemerdekaan 
2. RSUD Labuang Baji Makassar 
Jl. Dr. Sam Ratulangi 
No. 81 
3. Rumah Sakit Awal Bros Makassar 
Jl. Urip Sumorhadjo No. 
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4. Siloam Hospital Makassar 
Jl. Metro Tanjung Kav. 9 
Panambungan 
5. RS Bhayangkara POLDA Sulsel 
Jl. Letjen Pol. 
Mapaoudang Ujung 
Pandang 
6. Rumah Sakit Dadi Jl. Lanto Dg. Pasewang 
7. Rumah Sakit Grestelina 
Jl. Letjen Hertasning 
Raya 
8. RSU Faisal 
Jl. A. Pangeran 
Pettarani 
9. RS Lanud Hasanuddin 
Jl. Dakota Lanud 
Hasanuddin 
10. RSU Luramay 
Jl. A. Pangeran 
Pettarani Blok E19/11 
11. RS Mitra Husada 
Jl. Gunung Merapa No. 
220 
12. RS Pelamonia 
Jl. Jenderal Sudirman 
No. 27 
13. Rumah Sakit Stella Maris Jl. Somba Opu No. 273 
14. Rumah Sakit Tk. IV Dr. M. Yasin Jl. Jenderal Sudirman 
15. Rumah Sakit Ibnu Sina 
Jl. Urip Sumorhadjo No. 
264 
16. RSUD Daya 
Jl. Perintis 
Kemerdekaan No. 14 
17. RS 45 Makassar 
Jl. Urip Sumorhadjo No. 
264 
18. RSU Haji Makassar Jl. Daeng Ngeppe 14 
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19. RSU Sayang Rakyat Jl. Pahlawan 
20. Rumah Sakit Umum Hikmah 
Jl. Yosef Latumahina 
No. 1 
21. RS Unhas 
Jl. Perintis 
Kemerdekaan KM 10 
Tamalanrea 
22. Rumah Sakit Lanal Makassar Jl. Satando No. 27 
 
Sumber Data: http://www.daftartempat.com/2014/03/daftar-rumah-sakit-kota-
makassar.html Tahun 2014. 
 
Menurut tabel di atas, dapat dilihat bahwa setidaknya berdasarkan 
data yang dihimpun oleh penulis, di Kota Makassar terdapat 22 rumah 
sakit umum. Rumah sakit umum tersebut tersebar di sejumlah wilayah di 
Kota Makassar. Sehingga lebih mempermudah bagi masyarakat 
Makassar untuk mengaksesnya dari wilayah manapun di Kota Makassar. 
Dari seluruh jumlah rumah sakit umum di atas, penulis menjadikan 
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo sebagai salah 
satu sampel rumah sakit yang menyediakan jasa transportasi pengantaran 
jenazah. Sesuai dengan data yang penulis dapatkan, RSUP Wahidin 
Sudirohuso menyediakan fasilitas jasa pengantaran jenazah bagi 
masyarakat yang memerlukannya. 
Sesuai dengan substansi penelitian ini, penulis hanya 
mengkhususkan jasa dari RSUP Wahidin Sudirohusodo tersebut berupa 
bantuan transportasi jenazah. Dalam hal ini, pihak RSUP Wahidin Sudiro 
Husodo dapat memberikan bantuan transportasi berupa penjemputan 
hingga pengantaran jenazah sampai ke tempat pemakaman. Cakupan 
wilayahnya juga tidak terbatas hanya di dalam Kota Makassar, melainkan 
juga hingga kelar Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Upaya dari instansi rumah sakit baik yang berasal dari pemerintah 
maupun dari swasta tersebut, pada perkembangannya direspons oleh 
masyarakat dengan cara yang beragam. Dalam artian, ada sebagian 
masyarakat yang memanfaatkannya, namun ada pula yang tidak. 
Hal tersebut dilatarbelakangi dengan beberapa alasan. Bagi yang 
memilih untuk menggunakan jasa fasilitas yang disediakan oleh pihak 
rumah sakit, memiliki alasan sebagai berikut.70 
1. Tidak Memiliki Kendaraan Pribadi yang Memadai untuk 
Mengangkut Jenazah. 
2. Lebih Mudah untuk Diurus karena Langsung Difasilitasi oleh 
Rumah Sakit Tempat Jenazah Sebelumnya Pernah Dirawat. 
Alasan pertama mengapa masyarakat memilih untuk menggunakan 
jasa pengantaran jenazah dari rumah sakit, ialah karena tidak memiliki 
kendaraan yang memadai untuk mengangkut jenazah ke tempat 
pemakaman. Alasan ini biasanya memang sering dirasakan oleh 
masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki kendaraan 
roda empat atau mobil. 
Kekurangmampuan masyarakat tersebut juga turut mempengaruhi 
minat masyarakat untuk lebih memilih menggunakan jasa rumah sakit. Hal 
ini disebabkan karena dengan adanya bantuan jasa oleh pihak rumah 
sakit tersebut, maka masyarakat yang tidak memiliki kendaraan yang 
layak bisa terbantu untuk proses pengangkutan jenazah. 
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Alasan selanjutnya adalah karena lebih mudah untuk diurus, sebab 
dapat langsung difasilitasi oleh pihak rumah sakit tempat jenazah pernah 
dirawat sebelumnya. Alasan ini juga biasa lebih dipilih oleh masyarakat 
yang lebih mengutamakan kepraktisan. 
Pihak rumah sakit dalam hal ini memiliki gagasan atau inisiasi untuk 
lebih membantu keluarga yang sedang berduka, khususnya dalam proses 
pengantaran jenazah ke tempat pemakaman. Inisiasi bantuan ini juga 
patut diapresiasi karena bisa lebih membantu masyarakat atau keluarga 
yang sedang berduka. 
Untuk selanjutnya, di bawah ini dapat dilihat tabel hasil kuisioner 
penulis kepada sejumlah masyarakat Makassar yang tersebar di tiga 
kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Tamalate, Kecamatan 
Panakukkang, dan Kecamatan Biringkanaya. Kuisioner ini mengenai 
perspektif mereka terhadap ketertiban berlalu lintas yang dilakukan oleh 
pengantar jenazah di Kota Makassar. 
Tabel 2 
Perspektif Masyarakat Terhadap Ketertiban Berlalu Lintas Pengantar 
Jenazah Di Kota Makassar 
 
No. Kecamatan Tertib Kurang Tertib Ugal-ugalan 
1. Tamalate 20% 30% 50% 
2. Panakukkang 10% 70% 20% 
3. Biringkanaya 10% 70% 20% 
Data Diolah Tahun 2014. 
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Dari data dalam tabel di atas, khusus mengenai pandangan 
masyarakat mengenai cara para pengantar jenazah dalam berlalu lintas, 
dapat dilihat. Data tersebut menunjukkan bahwa, pada masyarakat yang 
tinggal atau berdomisili di Kecamatan Tamalate, mayoritas beranggapan 
bahwa iring-iringan pengantar jenazah di Kota Makassar sangat tidak taat 
atau ugal-ugalan. 
Sedangkan pada masyarakat yang berdomisili di Kecamatan 
Panakukkang dan Kecamatan Biringkanaya memiliki jumlah persentase 
yang sama persis mengenai pandangan mereka terhadap perilaku berlalu 
lintas para pengantar jenazah di Kota Makassar. Data di atas 
menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut sama-sama beranggapan 
bahwa para pengantar jenazah di Kota Makassar masih kurang tertib 
dalam berlalu lintas. 
Hasil kuisioner dari tiga kecamatan di atas menunjukkan bahwa, 
masyarakat mayoritas beranggapan bahwa cara pengantar jenazah dalam 
berlalu lintas masih jauh dari kata tertib. Bahkan lebih parah, masyarakat 
menilai bahwa para pengantar jenazah sangat ugal-ugalan dalam berlalu 
lintas. 
Pada tabel selanjutnya, penulis ingin memaparkan hasil kuisioner 
dari para responden mengenai perasaan mereka terhadap perilaku berlalu 
lintas para pengantar jenazah di Kota Makassar yang sebelumnya sudah 




Perasaan Masyarakat Akibat Ketidaktertiban Berlalu Lintas Para 
Pengantar Jenazah Di Kota Makassar 
 
No Kecamatan Biasa Saja Meresahkan Sangat Meresahkan 
1. Tamalate 10% 70% 20% 
2. Panakukkang 20% 50% 30% 
3. Biringkanaya 30% 60% 10% 
Data Diolah Tahun 2014. 
Dari data tabel di atas dapat dilihat pandangan atau perasaan 
masyarakat terhadap ketidaktertiban pengantar jenazah di Kota Makassar 
dalam berlalu lintas. Hal ini kemudian menjadi penitng, karena sesuai 
dengan yang penulis sampaikan pada awal Bab I, bahwa urgensitas lalu 
lintas darat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sangatlah penting. 
Sehingga gangguan-gangguan semacam ini dapat berakibat negatif. 
Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pada ketiga kecamatan yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini, baik Kecamatan Tamalate, 
Kecamatan Panakukkang, maupun Kecamatan Biringkanaya mayoritas 
masyarakatnya merasa resah bahkan sangat resah dengan kehadiran 
oknum pengantar jenazah yang ugal-ugalan dalam berlalu lintas. 
Namun dari data di atas juga, masih bisa dilihat ada sebagian 
masyarakat yang merasa biasa-biasa saja dengan ketidaktertiban 
tersebut. Secara persentatif, bisa kita jumlahkan dari ketiga kecamatan 
tersebut, ada 20% masyarakat yang tidak merasa terganggu dengan 
adanya fenomena ketidaktertiban pengantar jenazah tersebut. 
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Dalam keterangan tambahan dari para responden tersebut, mereka 
yang tidak merasa terganggu beralasan bahwa hal seperti demikian yang 
dilakukan oleh para pengantar jenazah adalah hal yang wajar. Dalam 
artian bahwa mereka turut dapat memaklumi dan memahami kepentingan 
dari para pengantar jenazah tersebut. 
Hal itu mereka rasa dilatarbelakangi karena memang proses 
pemakaman jenazah adalah hal yang sakral. Selain itu juga, secara 
spiritual keagamaan, sifatnya memang harus disegerakan atau jangan 
ditunda-tunda. Sehingga menurut mereka para pengantar jenazah 
tersebut terpaksa harus buru-buru dalam mengantar jenazah. 
Akan tetapi di lain pihak, para masyarakat yang merasa terganggu 
dengan aksi ugal-ugalan para oknum pengantar jenazah berpendapat 
bahwa, sebenarnya bukan karena perintah agama yang menjadi landasan 
utama mereka melakukan hal itu. Namun karena memang kebiasaan atau 
budaya tidak tertib dalam berlalu lintas saja yang sebenarnya melekat 
pada para oknum tersebut. 
Selain hasil kuisioner dari para masyarakat di atas, penulis juga 
melakukan wawancara dengan salah seorang pegawai RSUP Wahidin 
Sudirohusodo yang bertugas sebagai pengemudi mobil jenazah. Dalam 
wawancara tersebut, petugas yang bersangkutan mengungkapkan 
bahwa:71 
                                                             
71 Narasumber yang bersangkutan bernama Hamzah (43 Tahun), wawancara 
berlangsung di Gedung Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUP Wahidin Sudirohusodo 
pada Rabu 20 Agustus 2014. 
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“Sesuai dengan ketentuan rumah sakit, dalam pelayanan 
transportasi, kami dapat memfasilitasi jasa penjemputan hingga 
pengantaran ke tempat pemakaman jenazah, baik yang berada di 
Kota Makassar maupun di luar daerah. Dari segi ketertiban, untuk 
di Kota Makassar sendiri sebenarnya memang ada sebagian orang 
yang turut ikut dalam rombongan pengantar jenazah, yang ugal-
ugalan. Kalau saya sendiri, jujur bukan merasa terbantu. Justru 
saya juga merasa takut. Jangan sampai nanti ketika sudah selesai 
diantar jenazahnya di pemakaman, malah saya nanti yang 
diserang.” 
 
Untuk lebih jelasnya, beberapa alasan hingga para pengantar 
jenazah melakukan ketidaktertiban itu dapat dilihat pada tabel 4 di bawah 
ini. 
Tabel 4 
Pandangan Masyarakat Terhadap Alasan Ketidaktertiban Berlalu 
Lintas Para Pengantar Jenazah Di Kota Makassar 
 




1. Tamalate 40% 20% 40% 
2. Panakukkang 10% 60% 30% 
3. Biringkanaya 80% 10% 10% 
Data Diolah Tahun 2014 
Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa kecenderungan masyarakat 
di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Biringkanaya dalam menilai 
mengenai alasan utama dari ketidaktertiban para pengantar jenazah 
sama. Yakni karena alasan mengejar waktu atau buru-buru untuk sampai 
ke tempat pemakaman. 
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Meskipun demikian, alasan selanjutnya, yakni karena budaya 
oknum masyarakat yang tidak tertib juga jadi alasan utama. Contohnya 
seperti pada sampel masyarakat di Kecamatan Panakukkang. Mayoritas 
masyarakat yang menjadi sampel dari masyarakat di Kecamatan 
Panakukkang berpendapat, bahwa budaya ketidaktertiban oknum dari 
masyarakat Kota Makassar sendirilah yang mengakibatkan ketidaktertiban 
dalam proses pengantaran jenazah. 
Hal itu disampaikan oleh beberapa responden kepada penulis 
secara langsung, bahwa beberapa oknum masyarakat yang memang 
memiliki budaya tidak taat hukum turut ikut dalam rombongan iring-iringan 
pengantar jenazah. Mereka menambahkan bahwa kebanyakan dari para 
oknum itu adalah anak-anak muda yang bertempat tinggal di sekitar 
rumah dari pihak yang berduka. Sehingga turut membantu mengawal 
pengantaran jenazah di jalanan. 
Hasil dari kuisioner tersebut di atas, juga turut didukung oleh 
pendapat dari salah seorang tokoh agama di Kota Makassar, yakni Darus 
Salam.72 Perihal proses pengantaran jenazah dengan fenomena 
ketidaktertiban para oknum pengantarnya dalam berlalu lintas, Darus 
Salam mengungkapkan: 
“Perintah untuk mengantar jenazah itu memang ada dalam salah 
satu hadits Nabi. Bahkan salah satu hak seorang muslim dengan 
muslim yang lainnya adalah, jika ia meninggal maka berhak untuk 
diantar jenazahnya ke liang lahat. Selain itu, aturan agama juga 
mengajarkan, bahwa jenazah baiknya dikuburkan jangan sampai 
                                                             
72 Narasumber adalah salah satu tokoh agama di Masjid Nurul Muhajirin, Kelurahan 
Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini, Makassar. Penulis melakukan wawancara dengan 
narasumber pada Selasa 12 Agustus 2014. 
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melewati batas lima waktu solat semenjak jenazah yang 
bersangkutan meninggal dunia. Namun dalam praktiknya, keliru jika 
yang terjadi malah ketidaktertiban dari para pengantar jenazahnya 
sendiri dalam berlalu lintas. Hal ini justru menyalahi perintah agama 
karena mengurangi rasa empati orang lain. Tapi yang saya lihat 
fenomena ini di Kota Makassar, sebenarnya hanyalah ulah dari 
oknum masyarakatnya yang memang ingin cari perhatian. Karena 
kebetulan ada momen seperti ini, jadi dimanfaatkan.” 
 
Hasil kuisioner dan pendapat dari tokoh agama di atas ingin penulis 
kaitkan dengan teori solidaritas masyarakat dari Emile Durkheim. 
Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada salah satu subbab di Bab II, 
Durkheim mengutarakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi 
hukum adalah tipe solidaritas yang dianut oleh masyarakatnya. Secara 
garis besar, tipe solidaritas yang dimaksud terdiri atas dua macam, yakni 
solidaritas mekanik dan solidaritas organik. 
Penulis ingin kaitkan teori dari Durkheim tersebut dengan penelitian 
ini, karena fenomena ketidaktertiban pengantar jenazah dalam berlalu 
lintas erat hubungannya dengan pola kehidupan sosial bermasyarakat. 
Terkhusus di daerah Kota Makassar, penulis rasa ada kecenderungan 
masyarakatnya dapat dihubungan dengan teori solidaritas dari Durkheim 
tersebut. 
Tipe solidaritas dalam teori ini terbagi atas dua, yakni solidaritas 
mekanik dan solidaritas organik.73 Solidaritas mekanik dapat terjadi 
dengan kuatnya apabila cita-cita bersama dari masyarakat yang 
bersangkutan secara kolektif, lebih kuat serta lebih intensif daripada cita-
cita masing-masing warganya secara individual. Tipe solidaritas ini banyak 
                                                             
73 Lihat Bab II, Soerjono Soekanto. 2012. 
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dijumpai pada masyarakat yang secara relatif bersifat sederhana dan 
homogen. Hal ini disebabkan karena keutuhan masyarakat tersebut 
dijamin oleh hubungan antarmanusia yang erat, serta adanya tujuan 
bersama. 
Sedangkan tipe kedua, yakni solidaritas organik, menurut Durkheim 
banyak dijumpai pada masyarakat yang relatif lebih modern dan 
kompleks. Salah satu tandanya adalah dengan pembagian kerja 
masyarakatnya yang kompleks. 
Sistem hukum yang berkembang pada masyarakat dengan tipe 
solidaritas mekanik adalah hukum yang bersifat represif. Hal ini 
disebabkan karena pelanggaran dan kejahatan dianggap sebagai sesuatu 
yang mencemarkan keyakinan bersama. 
Dalam hal ini, maka seluruh masyarakat akan bertindak bersama-
sama, karena masing-masing merasa terancam oleh penyimpangan-
penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah pokok dari 
masyarakat. Reaksi-reaksi dari penyimpangan-penyimpangan tersebut 
mengakibatkan rasa solidaritas mereka bertambah kuat satu sama lain. 
Dengan demikian, maka penyimpangan-penyimpangan tersebut, di satu 
pihak mengancam ketenangan masyarakat, di lain pihak juga memperkuat 
solidaritas mereka. 
Dengan meningkatnya diferensi dalam masyarakat, reaksi kolektiva 
yang utuh dan kuat terhadap penyelewengan-penyelewengan menjadi 
berkurang dalam sistem yang bersangkutan. Karena hukum yang bersifat 
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represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hukum yang 
restitutif. Artinya, yang terpokok adalah mengembalikan kedudukan 
seseorang yang dirugikan ke keadaan semula. 
Korelasi antara teori solidaritas di atas dengan pola perilaku 
masyarakat di Kota Makassar yang berdasar pada fenomena perilaku 
pengantar jenazahnya menurut penulis adalah, beberapa kelompok 
masyarakat di Kota Makassar masih menganut tipe solidaritas mekanik. 
Dalam artian bahwa diferensi antara pola pikir satu kelompok masyarakat 
dengan kelompok masyarakat lainnya mengakibatkan gesekan 
kepentingan riskan terjadi. 
Hasil dari wawancara dengan salah seorang masyarakat yang 
pernah tergabung dalam rombongan iring-iringan pengantar jenazah di 
bawah ini dapat menjadi penjelasan yang lebih konkret dari penjelasan 
teori sebelumnya.74 Dalam wawancara ini, penulis menanyakan alasan 
mengapa pengantar jenazah pada umumnya kurang tertib dalam berlalu 
lintas?. 
“Kami sebagai pengantar jenazah merasa bahwa kepentingan dari 
kerabat kami yang berduka harus diutamakan. Jadi kami sudah 
tidak pikir perlengkapan kami  untuk berkendara. Pengalaman 
yang pernah saya lihat para pengguna jalan lain menurut saya 
tidak mengerti dengan kondisi kami yang sedang berduka. 
Seharusnya sudah tahu ada mobil jenazah mau lewat, mestinya 
mereka minggir. Jadi kadang kami harus bertindak anarkis untuk 
mempercepat rombongan jenazah kami ini agar sampai di tempat 
pemakaman.” 
 
                                                             
74
 Narasumber Syahputra (18 Tahun) berprofesi sebagai wiraswasta dan beralamat di 
Kecamatan Biringkanaya. Wawancara dilakukan pada Kamis 7 Agustus 2014. 
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Hasil wawancara di atas menurut penulis mengindikasikan bahwa 
perbedaan kepentingan antara satu kelompok masyarakat dengan 
kelompok masyarakat lainnya di Makassar menyebabkan terjadinya 
fenomena ugal-ugalan pengantar jenazah dalam berlalu lintas. 
Di satu sisi, para oknum masyarakat pengantar jenazah yang relatif 
bertipe solidaritas mekanik merasa punya satu tujuan bersama, yakni 
mengantar jenazah kerabat mereka. Sehingga ketika ada pihak lain yang 
tidak sesuai dengan tujuan mereka tersebut, misalkan dalam hal ini 
masyarakat lain yang berlalu lintas dan sedikit menghambat perjalanan 
para pengantar jenazah, mereka menerapkan sistem hukum represif, 
dengan langsung menindak pengguna jalan lain dengan tindakan anarkis. 
Bahkan aturan hukum dalam berlalu lintas yang resmi sendiri 
mereka langgar. Misalkan dalam berkendara motor harus memakai helm, 
dilarang membonceng hingga tiga orang, dan lain sebagainya. Aturan 
tersebut mereka sengaja langgar dengan dalih  bahwa kepentingan 
mereka dalam proses pengantaran jenazah ini akan terhambat dengan 
aturan itu, dan sebenarnya menurut mereka pelanggaran yang mereka 
lakukan demi kepentingan mereka tersebut bisa ditolerir oleh pihak yang 
berwenang. 
Namun konsep pemikiran tersebut terbantahkan dengan hasil 
kuisioner dari beberapa sampel yang penulis sudah paparkan 
sebelumnya. Karena mayoritas masyarakat Kota Makassar merasa resah 
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dengan pola perilaku berlalu lintas para oknum pengantar jenazah 
tersebut. 
Beberapa responden juga sempat berkomentar bahwa alasan 
untuk mengejar waktu agar cepat tiba di tempat pemakaman tidaklah 
masuk di akal. Mereka berpendapat, bahwa kepentingan pengantar 
jenazah dalam berlalu lintas sebenarnya berbeda dengan kepentingan 
dari pasien yang sedang sakit dan dalam keadaan gawat sehingga harus 
segera diantar ke rumah sakit. 
Jenazah pada hakikatnya sudah meninggal. Sehingga tidak perlu 
terburu-buru dalam proses pengantarannya. Berbeda dengan orang yang 
sakit dan dalam keadaan parah, namun masih ada harapan selamat untuk 
hidup. Orang yang masih memiliki harapan hidup tersebutlah yang lebih 
bisa ditolerir dalam berlalu lintas agar cepat sampai di rumah sakit atau 
tempat di mana ia akan dirawat. 
Kemudian hasil kuisioner selanjutnya, penulis memberikan 
pertanyaan kepada para responden, bagaimana pandangan mereka 
terhadap perlakuan yang tidak tertib dalam berlalu lintas yang dilakukan 
oleh para pengantar jenazah. Namun dalam hal ini para responden 
penulis tempatkan sebagai pihak dari keluarga atau kerabat yang 




Pandangan Masyarakat Sebagai Keluarga Yang Berduka Terhadap 
Ketidaktertiban Pengantar Jenazah Di Kota Makassar 
 
No. Kecamatan Merasa Terbantu Tetap Merasa Resah 
1. Tamalate 50% 50% 
2. Panakukkang 30% 70% 
3. Biringkanaya 60% 40% 
Data Diolah Tahun 2014. 
Dari data yang tersaji pada tabel di atas, terlihat sedikit perbedaan 
pendapat dari para masyarakat terhadap pengantar jenazah. Jika pada 
pertanyaan-pertanyaan sebelumnya masyarakat ditempatkan sebagai 
pengguna jalan pada umumnya, mayoritas mereka berpendapat bahwa 
perilaku pengantar jenazah di Kota Makassar tersebut relatif bersifat 
negatif. 
Namun ketika ditempatkan peran para masyarakat tersebut sebagai 
pihak yang berduka, yang dalam hal ini berada pada satu pihak dengan 
para pengantar jenazah, justru penilaian positif kepada pengantar jenazah 
semakin bertambah dari para masyarakat. 
Jika pada tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan bahwa perbandingan 
antara penilaian positif dan negatif dari masyarakat terhadap pengantar 
jenazah cenderung jauh, namun pada tabel 5 dapat dilihat perbandingan 
penilaian positif dan negatifnya cenderung lebih tipis. Meskipun penilaian 
negatif dari masyarakat masih tetap lebih banyak. 
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Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat pada umumnya 
berpendapat berdasarkan kepentingan dan situasi serta kondisi yang 
sedang dialaminya. Tabel terakhir di atas juga bisa sedikit ditafsirkan 
bahwa masyarakat sebenarnya juga membutuhkan bantuan dari kerabat 
lainnya sebagai pengantar jenazah, guna memperlancar perjalanan 
mereka hingga di tempat pemakaman. Namun pada prinsipnya juga, 
masyarakat lebih memilih agar bantuan tersebut tidak dalam bentuk 
perlakuan anarkis atau ugal-ugalan di jalanan. Karena pada akhirnya akan 
merugikan pihak dari yang berduka sendiri serta pengguna jalan yang lain. 
 
B. Upaya Penertiban Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Oleh 
Pengantar Jenazah di Kota Makassar 
Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai 
perspektif masyarakat terhadap perilaku para pengantar pengantar 
jenazah di Kota Makassar. Hasilnya, sebagian besar masyarakat di Kota 
Makassar menganggap bahwa perilaku para pengantar jenazah, 
khususnya dalam berlalu lintas mencerminkan suatu ketidaktertiban. Dan 
hal tersebut menyebabkan masyarakat merasa resah dengan keadaan itu. 
Untuk selanjutnya, khusus pada pembahasan kali ini, akan 
dipaparkan mengenai upaya penanggulangan dari ketidaktertiban yang 
dilakukan oleh pengantar jenazah tersebut. Upaya penanggulangan di sini 
dimaksudkan adalah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak 
yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian. 
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Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 135 Ayat (1) UULLAJ, iring-
iringan pengantar jenazah, yang dalam hal ini memiliki hak untuk 
diprioritaskan dalam berlalu lintas, harus dikawal oleh petugas Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Selain itu, iring-iringan tersebut juga harus 
menggunakan isyarat lampu dan/atau sirene. 
Meskipun regulasi telah jelas mengatur hal tersebut, namun dalam 
kenyataannya para masyarakat yang menjadi pihak pengantar jenazah 
seringkali tidak mengindahkannya. Hal ini sangat disayangkan mengingat 
kenyamanan dalam berlalu lintas juga jadi kepentingan utama para 
masyarakat sendiri. 
Berkaitan dengan peraturan itu, pihak kepolisian sendiri 
memberikan komentar:75 
“Untuk masalah pengawalan, kami dari pihak kepolisian telah 
menyediakan jasa tersebut kepada masyarakat. Salah satunya 
masyarakat cukup menghubungi kami melalui nomor telepon, 0411-
3616522. Nanti kami akan segera mengutus salah satu atau 
beberapa anggota untuk membantu pengawalan jenazah tersebut. 
Namun kebiasaan masyarakat pada umumnya sekarang lebih 
memilih untuk mengantar serta mengawal proses pengantaran 
jenazah tersebut secara mandiri tanpa bantuan polisi. Dalam hal ini 
kami juga tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka karena tidak 
meminta pihak kepolisian untuk mengawalnya. Sebab, kami dari 
pihak kepolisian sebagai sesama manusia juga layaknya bisa 
memaklumi kegentingan masyarakat yang tergabung dalam iring-
iringan pengantar jenazah, yang dalam hal ini sedang mengalami 
kedukaan. Mungkin mereka merasa lebih repot jika harus 
menghubungi pihak kepolisian lagi. Maka dari itu, anggota kami 
biasanya yang sedang berjaga di pos-pos tertentu, kemudian 
secara tidak langsung bertemu dengan iring-iringan pengantar 
jenazah, biasanya mereka langsung turut membantu mengawal 
proses pengantaran tersebut tanpa dihubungi terlebih dahulu.” 
                                                             
75
 Wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasi SATLANTAS Polrestabes 
Makassar, A.K.P. Edhy Supriadi, pada Senin 30 Juni 2014. 
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Komentar dari pihak kepolisian di atas telah mencerminkan bahwa 
upaya penanggulangan dari ketidaktertiban yang dilakukan oleh para 
oknum pengantar jenazah sudah ada. Namun ternyata masyarakat sendiri 
yang kurang mengindahkan bantuan itu. Hal tersebut juga dapat 
dipengaruhi beberapa faktor tertentu. Salah satu faktornya adalah 
kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat tentang fasilitas jasa 
pengawalan yang disediakan oleh kepolisian. Tabel di bawah ini bisa 
memberikan sedikit gambaran mengenai tingkat pengetahuan masyarakat 
akan jasa tersebut. 
Tabel 6 
Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Jasa Bantuan 
Pengawalan Pengantaran Jenazah Dari Kepolisian 
 
No. Kecamatan Tahu Tidak Tahu 
1. Tamalate 40% 60% 
2. Panakukkang 20% 80% 
3. Biringkanaya 20% 80% 
Data Diolah Tahun 2014. 
Berdasarkan dari data pada tabel di atas, bisa kita lihat bahwa 
kecenderungan masyarakat mayoritas tidak atau kurang mengetahui 
bahwa ada bantuan kepolisian dalam proses pengawalan pengantaran 
jenazah. Padahal masyarakat hanya cukup menghubungi pihak kepolisian 
melalui telepon. 
Hal di atas mengindikasikan bahwa efektivitas sosialisasi dari pihak 
kepolisian akan pelayanan jasa tersebut kepada masyarakat dapat dinilai 
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kurang. Perihal inilah yang seharusnya bisa menjadi perhatian dari pihak 
kepolisian guna peningkatan ketertiban dalam berlalu lintas, terkait 
dengan fenomena ketidaktertiban pengantar jenazah dalam berlalu lintas. 
Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian penulis juga, Peraturan 
Daerah (Perda) Kota Makassar yang mengatur secara lebih spesifik 
tentang aturan berlalu lintas tidak ada. Hal ini jugalah yang mesti menjadi 
perhatian bukan hanya pihak kepolisian sebagai penegak hukum, namun 
juga pemerintah kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Kota 
Makassar. 
Selanjutnya, upaya penertiban lainnya yang dilakukan oleh polisi 
terkait dengan perilaku pengantar jenazah dalam berlalu lintas dapat 
dilihat pada komentar Kepala Bagian Operasional Polrestabes Makassar, 
A.K.B.P. Setiyo Hartono, SIK dibawah ini:76 
“Pada tataran realitas, kita memang dapat melihat pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh para oknum pengantar jenazah 
dalam berlalu lintas. Secara regulasi juga sebenarnya bisa saja kita 
kenakan sanksi kepada para pelanggar tersebut. Namun secara 
sosiologis juga kita mesti mengerti, bahwa kondisi masyarakat 
tersebut kurang etis jika kita tindaki secara regulatif. Jangan sampai 
saat kita tindaki para pelanggar yang tergabung dalam rombongan 
pengantar jenazah tersebut, justru malah jadi suatu keributan yang 
lebih parah. Apalagi mengingat bahwa masyarakat itu tergabung 
dalam pihak yang sedang berduka. Artinya hal-hal semacam itu 
harus kita pahami secara sosiologis. Paling tidak kami berupaya, 
jika ada oknum pengantar jenazah yang melakukan hal-hal negatif 
dalam berkendara, kemudian kami dapati, jangan sampai 
pelanggaran-pelanggaran tersebut lebih mengakibatkan keributan 
yang lebih.” 
 
                                                             
76 Wawancara dilakukan pada Senin 30 Juni 2014. 
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Komentar dari pihak kepolisian di atas, menurut penulis sebenarnya 
kurang bisa memberikan jaminan kenyamanan berlalu lintas bagi 
masyarakat umum. Namun upaya yang dilakukan polisi sesuai dengan 
komentar di atas ingin penulis kaitkan dengan teori diskresi dalam proses 
penanganan kasus hukum oleh para penegak hukum. 
Tindakan diskresi, dibahasakan oleh Soerjono Soekanto77 sebagai 
suatu tindakan para pengak hukum yang tidak sangat terikat pada aturan 
hukum, di mana penilaian pribadi juga mengambil peran penting. 
Beberapa alasan dilakukannya diskresi dapat terjabar seperti di bawah ini: 
1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, 
sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia. 
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan 
perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di 
dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian. 
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan 
sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. 
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan 
secara khusus. 
Soerjono Soekanto juga berpendapat, bahwa tindakan diskresi 
dapat dibedakan atas dua macam, yakni tindakan diskresi pencegahan 
dan tindakan diskresi penanggulangan. Khusus kaitannya dengan 
fenomena ketidaktertiban pengantar jenazah ini, menurut penulis, 
                                                             
77 Soerjono Sokenato. 1983., Op.cit., hlm. 19-36. 
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kepolisian setempat Kota Makassar menerapkan tindakan diskresi 
pencegahan kepada para oknum tersebut. 
Tindakan diskresi pecegahan yang dimaksud, sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Kabag OPS Polrestabes Makassar sebelumnya di atas. 
Pihak kepolisian dalam hal ini berupaya untuk dapat mengkondisikan 
situasi lalu lintas ketika ada pengantar jenazah yang tidak tertib tersebut 
lewat, agar tidak terjadi kekacauan yang lebih dari itu. 
Misalkan seperti ini, jika suatu rombongan pengantar jenazah 
melewati suatu jalan, kemudian beberapa oknum di antaranya berlaku 
tidak tertib kepada pengguna jalan yang lain, maka polisi dalam hal ini 
tidak langsung menindak tegas para oknum tersebut. Namun lebih 
mengupayakan agar tidak terjadi keributan yang lebih dari ketidaktertiban 
oknum tersebut. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan hanya lebih 
terbatas pada pengamanan secara pasif. 
Hal inilah yang menurut penulis sebagai suatu upaya tindakan 
diskresi pencegahan dari pihak kepolisian. Mereka mencegah agar 
masyarakat lain tidak ikut terpancing emosinya sehingga kekacauan yang 
lebih justru timbul. Sehingga polisi hanya menjaga kondisi agar tidak lebih 
kacau. 
Hal itu juga dapat kita maklumi mengingat adanya pengantar 
jenazah yang lewat di jalan raya tidak setiap saat dan sifatnya momentum. 
Sehingga kemampuan untuk memaklumi keadaan seperti itu lebih 
diharapkan. Karena sifatnya yang hanya sesaat dan sepintas lalu. 
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Hal itu juga didukung dengan tidak adanya laporan resmi kepada 
pihak kepolisian dari masyarakat mengenai ketidaktertiban para oknum 
pengantar jenazah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa baik pihak 
masyarakat umum maupun pihak kepolisian, jika dikaitkan dengan aturan 
hukum, lebih memilih untuk memakluminya dan mengalah. 
Meskipun upaya seperti demikian dapat diapresisasi, namun 
alangkah lebih baiknya lagi jika semua pihak, baik kepolisian maupun 
pemerintah kota dapat lebih mengupayakan suatu tindakan yang bisa 








Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, 
terdapat beberapa kesimpulan terkait dengan rumusan masalah dari karya 
tulis ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Mayoritas masyarakat Makassar berpandangan bahwa perilaku 
dari para oknum pengantar jenazah di Kota Makassar dalam 
berlalu lintas tidaklah tertib. Sehingga hal itu menyebabkan 
keresahan bagi para pengguna jalan lainnya. 
2. Upaya penanggulangan dari ketidaktertiban yang dilakukan oleh 
para oknum pengantar jenazah di Kota Makassar masih 
terbatas pada upaya diskresi oleh pihak kepolisian, khususnya 
upaya pencegahan agar tidak terjadi kekacauan yang timbul di 
jalanan yang melebihi ketidaktertiban yang dilakukan oleh 
oknum pengantar jenaza tersebut. 
 
B. Saran 
Berdadarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang 
ingin penulis tuliskan kepada sejumlah pihak. Saran yang dimaksud 
antara lain adalah sebagai berikut. 
1. Kepada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, agar 
lebih ditingkatkan pengawasan lalu lintas dalam kota. Agar 
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tindakan-tindakan yang tidak tertib, khususnya yang dilakukan 
oleh para oknum pengantar jenazah dapat diminimalisir. 
2. Kepada Pemerintah Kota Makassar, agar dapat dibuatkan suatu 
Peraturan Daerah yang lebih khusus dalam proses berlalu lintas 
di Kota Makassar. 
3. Kepada masyarakat umum, sebagai pihak yang juga berpeluang 
menjadi pengantar jenazah, agar dapat lebih diperhatikan 
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KUISIONER PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG 
PERILAKU PENGANTAR JENAZAH DI KOTA MAKASSAR 
 





Beri tanda silang (X) pada opsi kotak yang Anda pilih. Dan silahkan tulis 
penjelasan tambahan pada titik-titik yang ada di beberapa pertanyaan 
tertentu. 
 
1. Pernahkan Anda bertemu langsung/berpapasan dengan iring-
iringan pengantar jenazah saat berkendara di jalanan (khususnya 
di Kota Makassar)? 
         Pernah  Tidak Pernah 
 
2. Secara umum, bagaimana menurut Anda cara para pengantar 
jenazah di Kota Makassar berkendara/berlalu lintas? 
l,ml Tertib           Kurang Tertib   Ugal-ugalan 
 
3. Bagaimana pandangan Anda tentang perilaku tersebut? 
       Sangat Meresahkan     Cukup Meresahkan     Biasa Saja 
 
4. Jika jawaban Anda pada NOMOR 2 “Kurang Tertib” atau “Ugal-
ugalan”, menurut Anda apakah alasan para pengantar jenazah 





5. Pernahkah Anda tergabung dalam rombongan iring-iringan 
pengantar jenazah (atau sebagai keluarga/kerabat yang berduka)? 
         Pernah                Tidak Pernah 
 
6. Jika sebagai keluarga/kerabat yang sedang berduka, bagaimana 
pandangan Anda terhadap perilaku pengantar jenazah tersebut? 
        Merasa Terbantu   Tetap Merasa Resah.  
KARENA ..........................................................................................  
  
7. Tahukah Anda bahwa iring-iringan pengantar jenazah diberikan 
kelonggaran oleh undang-undang untuk mendapat hak prioritas 
dalam berlalu lintas? 
       Tahu  Tidak Tahu 
 
8. Setujukah Anda dengan peraturan itu? 
       Setuju  Tidak Setuju. KARENA … 
 
9. Tahukah Anda bahwa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar 
telah mengupayakan bantuan untuk pengawalan jenazah dengan 
memberikan nomor telepon (hotline) yang bisa dihubungi oleh 
masyarakat? 
                Tahu                 Tidak Tahu  
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10. Bagaimana menurut Anda upaya pihak kepolisian dalam menyikapi 
fenomena pelanggaran ketertiban yang dilakukan oleh pengantar 




11. Bagaimana harapan Anda terkait permasalahan ketidaktertiban dari 
pengantar jenazah di Kota Makassar ini? 
 
 .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 
 
